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Penilai, Denyut Nadi dalam

Pengelolaan Aset

BARANG Milik Negara/Daerah
(BMN/BMD) atau aset pemerintah
merupakan semua barang yang dibeli
ataudiperoleh atasbeban APBN/APBD
atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.

Aset yang ada di Kalimantan Barat
meliputi aset pemerintah pusat, aset
Pemerintah Provinsi Kalbar dan aset’
pemerintah kabupaten/kota. Aset
tersebut harus memberikan manfaat
ekonomi maupun sosial kepada pe-
merintahmaupun masyarakat. Karena
itu, aset tersebut harus dikelola secara
strategis, danterintegrasi dengan meli-
batkanseluruh pemangkukepentingan
untuk memaksimalkan manfaat, men-
gurangirisikodanmampumendukung
pemberian layanan ke masyarakat
secara berkelanjutan.

Tahap pengelolaanasetmembentuk
suatu siklus yang dimulai dari tahap
perencanaan kebutuhan hingga peng-
hapusan aset. Pada setiap tahap tersé-
but terdapat keputusan/persetujuan
yang ditetapkan baik oleh pengelola

~ barang maupun pengguna barang.

Keputusan/persetujuan dimaksud
selalu berhubungan dengan nilai aset.

Selanjutnya, siapa yang menentukan

nilai aset ?

Sebelum membicarakan leblh
lanjut tentang nilai aset, kita perlu
mengetahui siapa saja yang terlibat

dalam pengelolaan aset. Pihak yang

terlibat dalam pengelolaan aset ter-
diri dari pengelola barang, pengguna
barang dan kuasa pengguna barang.
Pengelola barang merupakan pejabat
yang berwenang dan bertanggung
jawab menetapkan kebijakan dan pe-
doman serta melakukan pengelolaan
BMN/BMD. MenteriKeuangandisebut
sebagai pengelola barang untuk BMN
dansekretaris daerah merupakanpen- .
gelola barang untuk BMD.

“hendak ditukar guling supaya aset
penggantinya sepadan dengan aset

yang ditukar. Saat aset
akan dihapuskan karéna
tidak memberikan nilai
ekonomis bagi pemer-
intah, maka diperlukan
nilai sebagai dasar untuk
penetapanlimitpenjualan
melalui lelang. Selalu ada
nilai dalam setiap tahap
pengelolaan aset.

Nilai yang dimaksud
adalahnilaiwajaryaitues-
timasi hargayangakan di-
terimadaripenjualanaset
atau dibayarkan untuk
penyelesaian kewajiban
antara pelaku pasar yang memahami
dan berkeinginan untuk melakukan
transaksiwajar pada tanggal penilaian.
Nilaiwajar ditentukan oleh penilaiyang
ditunjuk oleh Pengelola Barang atau
Pengguna Barang.

Penilai merupakan orang yang
memiliki kompetensi untuk memberi-
kan opininilai atassuatuasetberdasar-
kan standar penilaian.

Selain memberikan opini nilai, pe-

nilai juga dapat memberikan pertim-
bangan untukpemanfaatanasetantara
lain analisis highestand best use, analisis
kelayakan usaha, dan analisis pasar.
Salah satu kegunaan analisis highest
and best use sebagaimana Pasal 10 UU
Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP,
yaitu sebagai pertimbangan dalam
penentuan tarifPNBPyangberasal dari
pengelolaan BMN.

Analisis kelayakan usaha kerja sama

pemanfaatan (KSP) digunakan untuk

menentukan besaran kontribusi tetap

dan pembagian keuantungan antara

mitradanpemerintah. Dengananalisis

tersebut diharapkan jenis pemanfaatan
vang dipilih akan tepat.

“Oleh:
Tuti Kurniyaningsih
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Menteri/pimpinan lembaga ber-
tindak selaku pengguna barang yang
memiliki kewenangan penggunaan
BMN. Sedangkan kepala satuan kerja
perangkat daerah bertindak selaku
penggunabaranguntukBMD.Adapun
kuasa pengguna barang adalah kepala
satuankerjaataupejabatyangditunjuk
oleh pengguna barang untukmenggu-
nakan barangyang berada dalam pen-
guasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pada setiap tahap pengelolaan aset
diperlukan nilai. Pada saat pemerintah
akan membangun infrastruktur diper-
lukantanah, saatitulah diperlukannilai .
untukmenentukanbesarnya gantirugi -
kepada pemilik tanah. Pada saat aset
pemerintah akan membuat laporan
keuangan diperlukan nilai untuk
mengetahui berapa besar kekayaan
yang dimiliki. '

Demikian pula pada saat aset akan
disewakan, diketjasamakan, ditukar
.8uling maka ‘diperlukan nilai untuk
menentukan besaran sewa, besaran
bagi hasil, maupun nilai aset yang

Terdapat dua macam penilai yaitu
penilai pemerintah dan
penilai publik. Penilai pe-
merintah yaitu pegawai
negeri sipil di lingkungan
pemerintah yang diang-
kat oleh kuasa Menteri
Keuangansertadiberitugas,
wewenang, dan tanggung
jawab untuk melakukan
penilaian, termasuk atas
hasil penilaiannya secara
independent. ‘

Sedangkan penilaipublik
adélah penilaiselain penilai
pemerintah yang mempu-
Nyai izin praktik penilaian
dan menjadi anggota aso- .
siasi penilai yang diakui
pemerintah. |

Salahsatupenilaipemer-
intah yang memiliki peran
dalam pengelolaan aset
adalah penilai pemerintah

 di lingkungan Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara,
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Kementerian Keuangan. Peran para
penilai tersebut memberikan pertim-
bangan nilai yang akan
dijadikan dasarpenetapan
persetujuan pengelola
barangdalampengelolaan
aset:

Lantasbagaimanaden-
gan pemda? Jumlah-pe-,
nilai pada pemda masih,

‘sangat terbatas, bahkan
untuk pemda di wilayah
Kalimantan Barat belum
memiliki penilai pemer-
intah. Hal ini menjadi
kendala bagi pengetolaan
aset daerah. Banyak pem-
da yang mengandalkan

penilai pemerintah pada kementerian

keuangan dan penilaipublik.

Apakah pemda dapat memilki pe-

nilai pemerintah sendiri? Jawabannya
adalah sangat mungkin. Pada 2016
berdasarkan *
Permenpan
RB Nomor 18
- Tahun 2016 te-
lah lahir Jaba-
tan Fungsional
Penilai Pemer-
intah. Jabatan
ini lahir untuk
menjadikan
penilai lebih
profesioanal,
memiliki jalur
karir yang pasti
dan turut men-
dukung terwu-
judnya good
governance.

Masih lekat
~ dalam ingatan
kita, pidato
‘presidenJokowi
saat pelantikan
di depan MPR/

DPRRIbahwa dalam rangka mewujud-
kan ASNyangprofesionalmakajabatan
fungsional semakin diperluas, bahkan
akan memangkas jabatan pengawas

(eselon 4) dan administrator (eselon

3). Inilah saatnya, pemerintah daerah ,
menangkap peluang untuk membuka
jabatan fungsional penilai pemerintah
di lingkungannya. ; ¢

- Ketersediaan penilai yang memadai

~dalam pengelolaan aset “akan._ sangat
‘mendukung kebijakan pemerintah

dalam mengelola asetnya.

Aset tidak lagi hanya dipandang
sebagai barang yang hanya dimanfaat-
kan sendiri atau bahkan dibiarkan idle .
tetapi bagaimana dapat dimanfaatkan
untukmendatangkan penerimaanbagi
negaradarn daerahuntuksebesar-besar °
kemakmuran rakyat. (*)

*) Penulis, Kepala Bidang Penilaian
Kanwil DJKN Kalbar
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